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KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO, . ..
bahwa guna menmgkatkan efisiensi, efektivitas,;
transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good

-'pérlu dilakukan _pengemba_ngaq e-

government;

bahwa dalam '-rangka mendorong pefkembangan e-

government, salah satunya .-adalah melaksanakan
centralisasi bandwidth yang terarah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Pefaturan,.. Bupati tentang Dokumen Perencanaan

Centralisasi Bandwidth, Pemerintah  Kabupaten
Boalemo; ,
Undang-Undang Nomor 50° Tahun™ 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3899)
sebagaimana telah diubah dengan Undang*Undahg
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

{Lembaran

Negara. Republik -

I ]

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, tambahan lembaran -

‘Negara chublik Indonesia Nomor '3965);




.- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Elektronik (Lembaran Negara Re_piiblik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843}' sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 _tentang Informasi dan transaksi

elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun -2011 Tentang

Pembentukan ~ Peraturan Pemndang—undangan “

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘Indonesia No"rn_o; 5234)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun :2014"”_ ".I:efitahg. |

Pemerintahan' Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia * Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telal_l diubah- beberapa kali terakhir

. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
~ Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lei'nbaran

‘Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoi" 58,
- ' tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) o

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:

- 69/PER/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang ~Panduan -

Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem

Informasi Pemerintahan;

. .Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Norﬁor:_ |

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan

Umum Tata Kelola.Teknologi Informasi dan Komuﬁika_si

- Nasional; . : o {



MEMUTUSKAN

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG DOKUMEN

PERENCANAAN CENTRALIS_ASI . ‘BANDWIDTH
PEME_RI_HTAH KABUPATEN BOALEMO ; '

BABI _
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 :

3 Dala.m peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan

a: Daerah adalah Kabupaten Boalemo; : _
b. Pemermtah Daerah ada]ah Pemenntah Dacrah Kabupaten Boalemo

- Bupatl adalah Bupati Boalemo;
d

g Kabupaten Boa.lemo

Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah selanjutnya disebut. DPRD aclalah DPRD :

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo,
Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsingkat SOPD
=adalah Perangkat Daerah pada Pemenntah Daerah selaku Pengguna

._..Anggaran/Barang, e o
'Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah Selanjutnya dlslngkat APBD_ IR

adalah rencana keuangan tahunan Pemenntah daerah yang di bahas dan

di setu_1u1 bersama ‘oleh Pemenntah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
_dengan Peraturan Daerah; T
. Rencana Ker]a dan Anggaran SOPD yang selanjutnya d1 smgkat RKA- SOPD

- adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana

pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana

' pemblayaan sebaga,l dasar penyusunan APBD;

. Dokurnen Pelaksana Anggaran Satuan Organlsa31 Perangkat Daera_h yang
g selan_]utnya dlsmgkat DPA SOPD adalah Dokumen ~Yang memuat
3 pendapatan dan belanja setlap SOPD yang dlgunakan sebaga1 dasar
o pelaksanaan keglatan oleh Pengguna Anggaran;

_Tlm Anggaran Pemerintah Daerah yang selan_]utnya d_lsmgkat TAPD adalah
“tim yang di bentuk dengar' keput:usan Kepala Daerah dan dipimpin oleh'
; Sekretarls Daera,h yang mempunyal tugas menylapkan serta melaksanakan
kebljakan Bupatl dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri

: -_-'dan Pe_;abat Perencana Daerah PPKD dan pejabat lalnnya sesual dengan_

. kebutuhan

'Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya dlsmgkat SHBJ adalah

penetapan besaran harga barang menurut jenis, spemﬁkam dan kuahtas

dalam perlode tertentu; ' .- - L , 1




1L Harga pasar-adalah Harga barang/ Jasa konsumen yang masth berada di

. tempat penyedla/ produsen;

. BABII
PERENCANAAN

: Pasal 2
Percncanaan untuk penyusunan Dokumen Centralisasi BandWIdth Pemerintah
_ Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo

- Pasal 3
-(1) Pengembangan Dokumen Centralisasi Bandwidth di setiap SOPD harus
©  mengacu dan ‘selaras dengan Pengembangan e-government Pemenntah .
" Kabupaten- Boalemo dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang— )
undangan yang berlaku. _ |
(2} Pengembangan e-government yang dilakukan oleh masing-masing SOPD

sesuai dengan kebutuhan, ,tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan

dengan ‘Dinas ...Komunikasi . Informauka .Statistik dan  Persandian

Kabupaten Boalemo dengan tctap mengacu kepada - ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini. )
(3) Pembagian Kebutuhan Bandwith di masing—masing SOPD akan diatur oleh
Tim Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
" Boalemo beserta Tim SOPD terkait.
(4) Sumber pemblayaan dalam pengembangah dan pelaksanaan Centralisasi
 Bandwidth dibiayai dari APBD Kabupaten Boalemo,

BAB IV
' PEMELIHARAAN

'Secara berkala Baglan Perencanaz:sac;; Kepegawalan Dinas Komunikasi
Informatlka, Statistik dan Persandlan Kabupaten Boalemo harus melakukan
pendataan pemakaian kebutuhan Bandwitch dan Pemehharaan peralatan
masing-masing SOPD.

, 7 Pasal 5

‘Setiap penambahan kebutuhan bandwith di masing-masing SOPD di
' kqbrd'inasikan,' konsultasikan dengan Bagian Perncanaan dan Kepegawaian'

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kablipaten Boalemo.




Pasal 6

‘Pemeliharaan dén Penambahan Kebuituhan Bandwith sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 dan 6 dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran

: Pendapatan Belanja Daétah (APBD) Diitas Komuinikasi Informatika Stat1st1k -

dan Persanchan Kabupaten Boalemo.

BABV
DOKUMEN

Pasal 7

.Dokurnen Perencanaan Centralisasi Bandwith adalah Dokumen yang akan- di

gunakan untuk centralisasi Bandmth di Kabupaten Boalemo yang merupakan _
baglan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat1 ini.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 8
,_Llperaturan Bupat1 ini mulai-berlaku- pada-tanggal- dlundangkan.,_w..__ o i
Agar setiap orang mengetahulnya memerintahkan pengundangan Peraturan o ‘

Buipati ini déngan pénémpataniya dalari Bérita Daérah Kabupatén Boalemo.

D1tetapkan di: T11 muta

Diundangkah di Til
pada tanggal <2

To8E®- . = 2018

[BERITA DARRAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 75 2 )



